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BUPATI BANGKALAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

NOMOR b TAHUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANOGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (lJ 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-undang Noror 9 Tahun 2015, Kepala Daerah 
mnenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun 

Anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730] 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembarman Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355), 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400], 

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138] 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049]; 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Noror 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) 

I L .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagairmana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 

12. Peraturan Pererintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502\, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7I, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575] 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomot 4576) sebagaimana telah 



Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  

Tambahan Republik Indonesia Nomor 5155), 

L5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minima 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indnesia Nomor 4585]; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693]; 
18. Peraturan Pemerintah Noror 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Darrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279 
21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322) 
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 entang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norr 199), 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33]; 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 

21 Tahun 2011, 



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pererintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita Negara Tahun 
2015 Nomor 2036] sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 
27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018: 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelak sanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja, 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 'Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 
/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E) 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangkalan Tahun 2010 Nomor I/E), 
31 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 

Tahun 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 
2017 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Nomor 46) 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeral 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 
/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 

Nomor 37) 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 

Tahun 2017 Nomor 4/A); 
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangkalan Tahun 2018 Nomor 3/A, Noreg. Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangkalan Nomor 310 - 6 / 2018); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

dan 

BUPAT! BANGKALAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

(I) Pertanggungawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran, 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

e Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Perubahan Ekuitas; 

f. Laporan Arus Kas; 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I 

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 

keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 
huruf a tahun anggaran 2018 sebagai benikut 
a. Pendapatan Rp 2.034.156.539.451,02 
b. Belanja RD 2087071413379,24 

Surplus/(Defisit) Rp (52.914.873.928,22) 

c. Pembiayaan 
Penerimaan 
Pengeluaran 
Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

(SILPA) 

Rp 220.833.999.518,11 
RD 31233679228,00 
RD 189600320 290,1] 

Rp 136.685.446.361,89 
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Pasal 3 

Rp 2.260.903.470.049,51 
RD 2087071,413,379,24 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagairmana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai benikut: 
I. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp(37.771 718.508,38] dengan rincian sebagai berikut: 
a.Anggaran pendapatan 

setelah perubahan Rp 2.071.928.257.959,40 
b. Realisasi Rp 2034 156,53945102 

Selisih Kurang Rp (37.771.718.508,38) 
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp(173.832.056.670,27 dengan rincian sebagai benikut 
a. Anggaran belanja 

setelah perubahan 
b. Realisasi 

136.060.338.161,89 

(188.,975.212.090,111 
(52.914873928,22] Rp 

Rp 

Rp 

b. Realisas 
Selisih Lebih 

Selisih Kurang Rp (173.832.056.670,27) 
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah 

Rp136.060.338.161,89 dengan rincian sebagai berikut.: 

a. Surplus/(defisit) 

setelah perubahan 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerirmaan pembiayaan 
sejumlah Rp625. 108.200,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran penerimaan 

pembiayaan setelah perubahan Rp 220.208.891.318,11 

b. Realisasi RD 220.833.999.518 
Selisih Lebih Rp 625.108.200,00 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp0,OO dengan rincian sebagai benikut 

a. Anggaran pengeluaran 
pembiayaan setelah perubahan Rp 31 .233.679.228,00 

• Realisas RD 31233.679.228.0 

Selisth Lebih / (Kurang) Rp 0,00 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp625.108.200,0O dengan rincian sebaga bertut 

a Anggaran pembiayaan 

setelah perubahan 

b. Realisasi 
Selisih lebih 

Rp 188.975.212.090,11 

RD 189600,320 290,1] 
Rp 625 .108 .200 ,00 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana Pasal I 

huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut: 
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a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 220.208.941.318.11 

b. Penggunaan SAL sebaga 

Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan RB (220 208941 318,IL] 

Rp 0,00 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiL.PA/SiKPA) Rp 136.077.536.361.89 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan 

Tahun Sebelumnya RD 607.910 000,OU 

e Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 136.685.446.361,89 

Pasal 5 

Rp 3.244.033.835.502,95 
RD 66473922.920,10 
Rp 3.177.559.912.582,85 

b. Jumlah kewajiban 

c. Jumlah ekuitas 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 
Desember 2018 scbagai benikut 
a. Jumlah aset 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana 

Desember 2018 sebagai benikut 

a. Pendapatan - LO 
b. Beban 

Pasal I huruf d per 3l 

Rp 1.835.544.908.326,84 

RD_1,758,896,081,359,55 

surplus/(Defisit) RD 76,648.826.967, 

c. Surplus (Defisit) dani Kegiatan 

Non Operasional 

Surplus Non Operasional -LO Rp 0,00 

Defisit Non Operasional - LO RD 1192.956.667.00 
Surplus (Defisit) dani Kegiatar 

Non Operasional Rp (192.956.667,00 

d. Surplus (Defisit) - LO Rp 76.455.870.300,29 

Pasal T 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana Pasad I huruf e per 3l 

Desember 2018 sebagai berikut 
a. Ekuitas Awal 

Surplus [Defisit) - LO 

Rp 3.119.068.706.070,80 

Rp 76.455.870.300,29 

b. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Koreksi Nilai Kas 

- Koreksi Nilai Piutang 

Rp 
Rp 

(3.843.313,40) 

(2.400.000,00) 
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(993.325,00) Rp 

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp(10.090.245.037,59,00l 
Koreksi Nilai Persediaan Rp (3.610.098.850,00] 
Koreksi Nilai Investasi Non 

Permanen - Dana Bergulir 

Rp (572.936.891,86] 
RD 7888404,252,00 
Rp 3.177.559.912.582.85 

Koreksi Nilai Penyisihan Investasi 
Non Permanen - Dana Bergulir Rp 
Koreksi Nila Investasi Permanen Rp 
Koreksi Nilai Aset Tetap Rp 
Koreksi Nilai Penyisihan Aset 

Tetap 
Lain-lain 

c. Ekuitas Akhir 

993.325,00 
(12.816.183.971,48) 

1.242.640.024,09 

Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimnana dimaksud dalam Pasal I huruf f 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 

sebagai berikut 
a. Saldo Kas Awal 

per 1 Januari 2018 Rp 220.843.831.404,11 

b. Arus Kas Bersih Dari Aktvitas 

Operasi Rp 271.761 191.132,80 

e. Arus kas bersih dani Aktivitas 

Investas Rp (324.676.065.061,02) 

d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas 

Pendanaan Rp (31.216.481.028,00) 

t Arus kas Bersih dari aktivitas 
Transitoris Rp [26,509,207,40 

f Saldo Akhir Kas di BUD 
per 31 Desember 2018 Rp 136.685.967.240,49 

g. Saldo Akhir Kas di Bendahara 

Pengeluaran Rp 15.413.573,00 
h. Saldo Akhir Kas di Benda.hara 

Penerimaan RD 166 120933,00 

i Saldo Akhir Kas 
per I Desember 2018 p 136.867.501.746,49 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I huruf g Tahun Anggaman 2018 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan 
Pasal 10 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal I ,  tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, 

terdini dari 

a. Lampiran I 

Lampiran I.I 

Laporan realisasi anggaran; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Urusan pemerintahan Daerah 

Lampiran L.2 

Lampiran L.3 

Dan Organisasi, 
Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan, 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah menurut Urusan Pemerintahan 
Dacrah, Organisasi, Program, dan 

Kegiatan, 

Lampiran I,4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran 

Daerah Untuk Keselarasan 

Belanja 

Dan 

b Lampiran IL 

c Lampiran [I 

d. Lampiran IV 

e Lampiran V 

f Lampiran VI 

g Lampiran VII 

h Lampiran VIII 

• 
Lampiran LX 

J. Lampiran X 

k Lampiran XI 

I. Lampiran XII 

m. Lam piran XIll 

n. Lampiran XIV 

0 Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

q Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

• 
Lam piran XIX 

Keterpad uan Urusan Pemerintah Daerah 

Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 
Catatan Atas Laporan Keuangan; 

Daftar Rekapitulasi Piutang Dacrah, 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih, 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan 

Penyisihan Dana Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (investasi) 

Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Dafter Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulast Konstruksi Dalam 

Pengerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 
: Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 

Anggaran Berikutnya; 
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lkhtisar Laporan 

BUMD/ Perusahaan Daerah; 
u. Lampiran Lainnya: Ikhtisar Laporan euangan Desa, 

Pasal I I  

Keuangan t. Lampiran XX 

Bupati Bangkalan menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 
rincian lebih lanjut dari Pertanggungiawaban Pelak sanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Ditetapkan di Bangkalan 
pada tanggal 2 3 AU3 2I 

F AMIN IMRON 

Diundangkan di Bangkalgg 
pada tanggal 2 8  AUG hl 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

• 

HI 

• I 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019 
NOMOR 1/#­ 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 253-6/2019 


